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AbstraksiFenomena oversharing kehidupan rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalanmengenai perlindungan privasi keluarga serta berpotensi merusak kehormatan,keharmonisan, dan kemaslahatan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisisperlindungan privasi rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual, dan maqāṣid al-syarī'ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam menempatkan perlindungan privasi sebagaibagian dari prinsip menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), menutup aib (satr al-'uyūb), danmenjaga amanah. Perspektif maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa menjaga privasi rumahtangga merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan kehormatan, jiwa,dan keturunan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksanasesuai dengan nilai-nilai syariat untuk menjaga keutuhan dan martabat keluarga.
Kata kunci: Privasi Rumah Tangga, Media Sosial, Hukum Islam, Maqāṣid Al-Syarī'ah,

Oversharing.

PendahuluanPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah polainteraksi masyarakat secara fundamental. Kehadiran media sosial tidak hanya menjadisarana komunikasi, tetapi juga ruang publik yang memungkinkan setiap individumembagikan aktivitas, pengalaman, hingga persoalan kehidupan pribadinya secaraluas. Fenomena tersebut melahirkan budaya oversharing, yaitu perilakumengungkapkan informasi pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkankonsekuensi hukum, sosial, maupun etika. Dalam konteks keluarga, praktik
oversharing sering diwujudkan melalui unggahan mengenai konflik rumah tangga,penyebaran percakapan pribadi pasangan, maupun publikasi persoalan domestik yangseharusnya bersifat privat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak
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hanya menghadirkan manfaat komunikasi, tetapi juga memunculkan tantangan baruterhadap perlindungan privasi dan kehormatan keluarga (Nurhikma et al., 2025).Privasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan menjadi bagianpenting dalam menjaga martabat manusia. Di era digital, perlindungan privasimenghadapi tantangan yang semakin kompleks karena informasi yang telahdipublikasikan di media sosial dapat disalin, disebarluaskan, dan disimpan sebagaijejak digital dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, perlindungan terhadapinformasi pribadi tidak lagi dipandang sebagai persoalan etika semata, melainkan jugamenjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. DiIndonesia, pengakuan terhadap hak tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikandasar hukum bagi perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat. Di sisi lain,perkembangan teknologi menuntut adanya pendekatan normatif yang tidak hanyabertumpu pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaansebagai pedoman dalam penggunaan media sosial.Dalam perspektif Hukum Islam, menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) merupakansalah satu nilai fundamental yang harus dipelihara. Islam melarang setiap perbuatanyang dapat membuka aib, merendahkan martabat, maupun menyebarluaskankeburukan orang lain. Larangan tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. padaSurah Al-Hujurāt ayat 12 yang melarang perbuatan tajassus (mencari-cari kesalahanorang lain) dan ghibah. Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda bahwa siapa yangmenutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat(HR. Muslim). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan privasimerupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan menjaga kehormatan,ketenteraman, dan kemaslahatan kehidupan manusia.Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban menjaga privasi memilikikedudukan yang lebih kuat karena hubungan suami istri dibangun atas dasarkepercayaan (amanah), kasih sayang (mawaddah), dan saling melindungi. Membukarahasia rumah tangga kepada publik tanpa alasan yang dibenarkan dapatmenimbulkan kerusakan hubungan keluarga, mengurangi rasa saling percaya, bahkanberdampak pada kondisi psikologis pasangan maupun anak. Penelitian mengenaikomunikasi digital pasangan suami istri menunjukkan bahwa penggunaan media
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sosial dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara bijaksana, tetapi unggahanyang bersifat sindiran, membuka konflik, atau mempermalukan pasangan justruberpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemburuan, serta mengganggukeharmonisan rumah tangga.Apabila ditinjau melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan privasirumah tangga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Konsep
maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan perlindungan terhadap kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ),keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-'aql) sebagai nilai yang harus dijaga dalamkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, praktik oversharing yang mengungkapkonflik keluarga di media sosial tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi, tetapijuga bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat merusak martabat individu,mengganggu keharmonisan keluarga, serta menimbulkan mudarat yang lebih besardibandingkan manfaatnya. Kerangka maqāṣid al-syarī’ah memberikan dasar normatifyang relevan untuk menjawab berbagai persoalan privasi di era digital.Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan media sosial dengankehidupan keluarga maupun batasan privasi dalam Hukum Islam. PenelitianNurhikma, Alfarizi, dan Kurniati (2025) lebih menitikberatkan pada batasan privasidalam Hukum Islam terhadap fenomena oversharing di media sosial secara umum,sedangkan penelitian Ihzatul Fadhillah Nur dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2025)mengkaji komunikasi pasangan melalui media sosial terhadap keharmonisan rumahtangga menggunakan pendekatan empiris. Meskipun demikian, penelitian yang secarakhusus menganalisis perlindungan privasi rumah tangga melalui pendekatan hukumnormatif dengan menjadikan Hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai landasanutama analisis masih relatif terbatas.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisiskonsep perlindungan privasi rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam sertamengkaji relevansi maqāṣid al-syarī‘ah sebagai dasar normatif dalam memberikanperlindungan terhadap privasi keluarga di media sosial. Penelitian ini diharapkandapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islamkontemporer, khususnya mengenai perlindungan privasi keluarga di era digital,sekaligus menjadi pedoman etis bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan mediasosial secara bertanggung jawab.
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Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal

research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yangberlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan privasi rumah tangga dimedia sosial melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturanperundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan (Marzuki, 2021).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatanperundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan perundang-undangandigunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan denganperlindungan privasi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPelindungan Data Pribadi serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaanmedia sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep privasi rumahtangga, kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), serta etika bermedia sosial menurut Hukum Islam.Adapun pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menganalisis perlindunganprivasi rumah tangga berdasarkan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam menjagakehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah)(Auda, 2008).Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan penggunaan mediasosial. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam, buku metodologipenelitian hukum, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta hasilpenelitian terdahulu yang membahas privasi digital, hukum keluarga Islam, dan
maqāṣid al-syarī‘ah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamusbahasa, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan(library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkajiberbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta referensi yang berkaitan dengan
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objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikanberdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metodedeskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui proses inventarisasi,interpretasi, dan argumentasi hukum untuk memperoleh pemahaman yangkomprehensif mengenai konsep perlindungan privasi rumah tangga di media sosialdalam perspektif Hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah. Selanjutnya, hasil analisisdigunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai relevansi prinsip-prinsip HukumIslam dalam memberikan perlindungan terhadap privasi rumah tangga pada eradigital.
Hasil dan Pembahasan

Konsep Perlindungan Privasi Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum IslamPrivasi dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu hak yangmendapat perhatian dalam ajaran Islam. Meskipun istilah privacy tidak ditemukansecara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi perlindungan terhadapruang pribadi, kehormatan, dan rahasia keluarga telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Konsep tersebut tercermin melalui larangan membuka aiborang lain, kewajiban menjaga amanah, serta perintah untuk memelihara kehormatan(ḥifẓ al-'irḍ) sebagai bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, privasi tidak hanyadipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai nilai moral yang harus dijaga demiterwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan bermartabat (Kamali, 2019).Rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar ikatan yang kuat (mīṯāqan

ghalīẓan), sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 21. Ikatan tersebut tidakhanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga menumbuhkankepercayaan (amanah) yang mengharuskan masing-masing pihak menjaga rahasiadan kehormatan pasangannya. Dengan demikian, setiap informasi yang diperolehdalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari amanah yangtidak boleh dipublikasikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Membukakonflik rumah tangga kepada publik, terutama melalui media sosial, berpotensimenghilangkan kepercayaan antara pasangan dan bertentangan dengan tujuan
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perkawinan yang menghendaki terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
raḥmah.Prinsip perlindungan privasi dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapaketentuan Al-Qur'an. Salah satu ayat yang paling relevan adalah firman Allah Swt.dalam Surah Al-Hujurāt ayat 12 yang melarang umat Islam melakukan tajassus(mencari-cari kesalahan orang lain), ghibah (menggunjing), dan prasangka buruk.Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadapkehormatan dan kehidupan pribadi setiap individu. Meskipun ayat tersebut tidaksecara khusus membahas media sosial, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetaprelevan untuk diterapkan pada perkembangan teknologi informasi saat ini. Aktivitasmenyebarluaskan konflik rumah tangga melalui media sosial dapat dikategorikansebagai tindakan yang membuka aib pasangan dan berpotensi menimbulkankemudaratan yang lebih besar daripada manfaatnya (Quraish Shihab, 2002).Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan penegasanmengenai pentingnya menjaga rahasia dan kehormatan sesama Muslim. Rasulullahsaw. bersabda:

"Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya
di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).Hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kehormatan orang lainmerupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Kewajiban tersebut menjadisemakin kuat apabila diterapkan dalam hubungan suami istri, karena keduanya salingmengetahui berbagai keadaan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebabitu, menyebarluaskan kekurangan, perselisihan, atau rahasia pasangan kepada publikbertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan yang diajarkan Islam.Lebih lanjut, Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai libās(pakaian) bagi satu sama lain sebagaimana termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 187.Penggunaan istilah libās mengandung makna yang mendalam, yakni bahwa suami danistri berfungsi sebagai pelindung, penutup kekurangan, sekaligus penjaga kehormatanpasangannya. Analogi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidakhanya berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga mengandungtanggung jawab moral untuk menjaga martabat pasangan di hadapan masyarakat.Dengan demikian, perilaku membuka aib pasangan melalui media sosial tidak sejalan
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dengan makna filosofis hubungan suami istri yang diajarkan Al-Qur'an (Ibn Kathir,2000). Dalam kajian fikih, perlindungan terhadap kehormatan dikenal melalui konsep
ḥifẓ al-'irḍ. Meskipun sebagian ulama klasik tidak memasukkan ḥifẓ al-'irḍ sebagaibagian dari lima kebutuhan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), perkembangan kajian
maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan memilikikedudukan yang sangat penting. Jasser Auda menjelaskan bahwa tujuan syariat tidakhanya terbatas pada menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi jugamencakup perlindungan terhadap martabat manusia sebagai bagian darikemaslahatan yang harus diwujudkan (Auda, 2008). Oleh karena itu, setiap tindakanyang merendahkan kehormatan seseorang, termasuk membuka persoalan rumahtangga kepada publik, bertentangan dengan tujuan utama syariat.Perkembangan media sosial telah menghadirkan tantangan baru terhadapimplementasi prinsip-prinsip tersebut. Berbagai platform digital memberikankemudahan bagi setiap orang untuk mengunggah foto, video, maupun tulisan yangdapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat. Tidak sedikit pasangan yangmenjadikan media sosial sebagai sarana melampiaskan emosi ketika terjadiperselisihan rumah tangga. Padahal, informasi yang telah dipublikasikan di ruangdigital akan membentuk jejak digital (digital footprint) yang sulit dihapus danberpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan hukum bagi seluruhanggota keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, tindakan tersebut tidak hanyamelanggar etika bermedia sosial, tetapi juga mengabaikan kewajiban menjaga amanahdan kehormatan pasangan.Dengan demikian, konsep perlindungan privasi rumah tangga dalam HukumIslam tidak dapat dipahami sebatas hak untuk merahasiakan informasi pribadi,melainkan merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga kehormatan,kepercayaan, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama menunjukkan bahwa setiap anggota keluargamemiliki tanggung jawab untuk tidak mengungkap persoalan domestik kepada publiktanpa alasan yang dibenarkan. Konsep tersebut menjadi landasan normatif yangsangat relevan dalam menghadapi fenomena oversharing di media sosial. Selanjutnya,prinsip-prinsip tersebut akan dianalisis lebih mendalam melalui perspektif maqāṣid al-
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syarī'ah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan privasi rumah tanggaberkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan di era digital.
Perlindungan Privasi Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Maqāṣid al-

Syarī'ahPerkembangan media sosial telah membawa perubahan yang signifikanterhadap cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan informasi. Di satu sisi,media sosial memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi, berbagipengetahuan, serta mempererat hubungan sosial. Namun, di sisi lain, penggunaanmedia sosial yang tidak disertai dengan tanggung jawab dapat menimbulkan berbagaipersoalan, salah satunya adalah terbukanya privasi rumah tangga kepada ruang publik.Fenomena oversharing yang dilakukan oleh sebagian pasangan suami istrimenunjukkan bahwa batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur.Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berorientasi padaaspek hukum positif, tetapi juga pada tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah)sebagai dasar dalam menilai suatu perbuatan.
Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan olehsyariat Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratanbagi umat manusia. Menurut Jasser Auda (2008), maqāṣid al-syarī'ah harus dipahamisecara dinamis agar mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasukperkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindunganprivasi rumah tangga di media sosial tidak cukup hanya melihat status hukum suatuperbuatan, tetapi juga perlu menilai apakah tindakan tersebut sejalan dengan tujuansyariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.Salah satu tujuan utama syariat yang berkaitan erat dengan perlindunganprivasi adalah ḥifẓ al-'irḍ (menjaga kehormatan). Kehormatan merupakan hak dasarsetiap manusia yang wajib dihormati dan tidak boleh dirusak melalui perkataanmaupun perbuatan. Dalam kehidupan rumah tangga, kehormatan tidak hanya melekatpada individu, tetapi juga pada institusi keluarga. Ketika salah satu pasanganmengunggah perselisihan, menyebarkan percakapan pribadi, atau membuka aibpasangannya melalui media sosial, maka tindakan tersebut tidak hanya merendahkanmartabat pasangan, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga secara keseluruhan.Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan
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syariat karena menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada manfaat(maṣlaḥah) yang mungkin diperoleh.Selain menjaga kehormatan, perlindungan privasi rumah tangga juga berkaitandengan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Keharmonisan keluarga merupakan fondasiutama dalam pembentukan generasi yang berkualitas. Konflik rumah tangga yangdipublikasikan melalui media sosial tidak hanya berdampak pada hubungan suami danistri, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Anak yang mengetahuikonflik orang tuanya tersebar di ruang publik berpotensi mengalami tekanan mental,rasa malu, penurunan kepercayaan diri, bahkan gangguan dalam prosesperkembangan sosialnya. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan persoalan rumahtangga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan keluarga danmelindungi kepentingan anak sebagai generasi penerus.Perlindungan privasi rumah tangga juga memiliki keterkaitan dengan ḥifẓ al-

'aql (menjaga akal). Media sosial sering kali menjadi ruang yang mendorong seseorangbertindak secara impulsif karena dipengaruhi emosi sesaat. Tidak sedikit penggunayang mengunggah permasalahan rumah tangga ketika sedang marah tanpamempertimbangkan akibat yang akan muncul setelah informasi tersebut tersebar.Padahal, Islam mengajarkan pentingnya pengendalian diri, tabayun, sertamempertimbangkan manfaat dan mudarat sebelum melakukan suatu tindakan.Dengan demikian, penggunaan media sosial secara bijaksana merupakan bagian dariimplementasi tujuan syariat dalam menjaga akal agar manusia mampu mengambilkeputusan secara rasional dan bertanggung jawab.Lebih lanjut, perlindungan privasi rumah tangga juga berkaitan dengan konsep
ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa). Penyebaran konflik rumah tangga secara terbuka dapatmenimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan yang menjadi objek unggahan. Dalambeberapa kasus, tindakan mempermalukan pasangan di media sosial memicu depresi,kecemasan, bahkan tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa. Oleh karena itu,Islam memandang bahwa menjaga kondisi psikologis seseorang merupakan bagiandari perlindungan terhadap jiwa. Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkanpenderitaan mental tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan tujuan syariatuntuk mewujudkan kemaslahatan manusia.



Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam
Vol. 3, No. 2, 2025 ISSN: 3024-8892

Official Website: https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad

Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam 82

Di samping itu, penggunaan media sosial harus selalu didasarkan pada kaidahfikih المصالح   جلب  على  مقدم  المفاسد  درء  (dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ), yaitumencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Kaidah inimemberikan landasan bahwa meskipun seseorang merasa memperoleh kepuasan ataudukungan publik setelah mengungkap konflik rumah tangga, manfaat tersebut tidakdapat dibenarkan apabila menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti rusaknyanama baik pasangan, renggangnya hubungan keluarga, serta terganggunyaperkembangan psikologis anak. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam Islamselalu menempatkan perlindungan terhadap kehormatan keluarga sebagai prioritasutama.Perspektif maqāṣid al-syarī'ah juga menunjukkan bahwa perkembanganteknologi pada dasarnya bersifat netral. Media sosial bukanlah sesuatu yang dilarangdalam Islam, melainkan sarana yang penggunaannya harus diarahkan untukmewujudkan kemanfaatan (maṣlaḥah). Oleh sebab itu, media sosial dapat digunakansebagai media edukasi, dakwah, silaturahmi, maupun penyebaran informasi yangbermanfaat. Sebaliknya, apabila digunakan untuk membuka aib pasangan,mempermalukan anggota keluarga, atau menyebarkan konflik rumah tangga kepadapublik, maka penggunaan tersebut telah menyimpang dari tujuan syariat karena lebihbanyak menghadirkan kemudaratan daripada kemanfaatan.Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan privasirumah tangga di media sosial merupakan implementasi nyata dari maqāṣid al-syarī'ah.Menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga jiwa (ḥifẓ

al-nafs), dan menjaga akal (ḥifẓ al-'aql) merupakan tujuan syariat yang saling berkaitandalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, setiap anggota keluargamemiliki kewajiban moral dan keagamaan untuk menggunakan media sosial secarabijaksana dengan tidak mengungkapkan persoalan rumah tangga yang dapat merusakkehormatan keluarga. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya menjadikerangka normatif, tetapi juga menjadi pedoman etik bagi masyarakat Muslim dalammenghadapi tantangan kehidupan digital yang semakin kompleks.
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Relevansi Hukum Islam terhadap Perlindungan Privasi Rumah Tangga di Era

DigitalTransformasi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasukdalam kehidupan rumah tangga. Media sosial memberikan kemudahan bagi setiapindividu untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta mengekspresikan pendapatsecara terbuka. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan persoalan baruberupa semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Tidak sedikitpasangan suami istri yang menjadikan media sosial sebagai tempat mencurahkanpersoalan rumah tangga, menyampaikan keluhan terhadap pasangan, bahkanmengunggah bukti percakapan pribadi untuk memperoleh simpati publik. Fenomenatersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangidengan kesadaran hukum dan etika dalam menjaga privasi keluarga.Dalam perspektif Hukum Islam, rumah tangga merupakan institusi yangdibangun atas dasar kepercayaan (amanah), kasih sayang (mawaddah), dan salingmelindungi. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untukmenjaga rahasia rumah tangga sebagai bagian dari amanah yang harusdipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Informasi yang diperoleh selamakehidupan perkawinan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa alasanyang dibenarkan oleh syariat, karena tindakan tersebut dapat merusak kehormatanpasangan dan mengganggu keharmonisan keluarga. Dengan demikian, prinsipperlindungan privasi dalam Hukum Islam tidak hanya bersifat moral, tetapi jugamerupakan kewajiban hukum (taklīf syar'ī) yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim.Relevansi prinsip tersebut semakin nyata ketika dikaitkan denganperkembangan media sosial. Berbeda dengan komunikasi konvensional, informasiyang diunggah ke media sosial memiliki karakteristik mudah disalin, disebarkankembali, dan sulit dihapus karena meninggalkan digital footprint (jejak digital).Akibatnya, konflik rumah tangga yang semula bersifat pribadi dapat berubah menjadikonsumsi publik dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Dampak tersebuttidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak, keluarga besar,bahkan lingkungan sosial. Oleh karena itu, prinsip menutup aib (satr al-'uyūb) dalamHukum Islam menjadi semakin relevan untuk diterapkan sebagai pedoman dalammenggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
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Apabila ditinjau dari perspektif hukum nasional, perlindungan terhadapinformasi pribadi telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 27Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut memberikanperlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara serta mengatur kewajibansetiap pihak untuk menghormati hak privasi orang lain. Meskipun demikian,pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadapdata pribadi, sedangkan Hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena tidakhanya melindungi data atau informasi, tetapi juga menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ),martabat, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, antara hukum positif danHukum Islam memiliki titik temu dalam memberikan perlindungan terhadap privasi,meskipun keduanya menggunakan dasar dan pendekatan yang berbeda.Selain itu, prinsip-prinsip Hukum Islam memiliki keunggulan karena tidakhanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga menanamkan kesadaranmoral dan spiritual kepada setiap individu. Seorang Muslim didorong untukmengendalikan diri sebelum mengunggah informasi ke media sosial denganmempertimbangkan manfaat (maṣlaḥah) dan mudarat (mafsadah) yang akanditimbulkan. Kesadaran tersebut sejalan dengan kaidah fikih بمقاصدها   الأمور  (al-umūr bi

maqāṣidihā), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuanyang melatarbelakanginya. Meskipun seseorang mengaku mengunggah konflik rumahtangga untuk mencari solusi atau dukungan, tindakan tersebut tetap harus dinilaiberdasarkan dampaknya terhadap kehormatan pasangan, keutuhan keluarga, dankemaslahatan bersama.Di sisi lain, perkembangan media sosial juga menuntut adanya peningkatanliterasi digital dalam masyarakat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengankemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenaietika, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap aktivitas di ruang digital.Dalam konteks ini, nilai-nilai Hukum Islam dapat menjadi fondasi etik yangmemperkuat literasi digital masyarakat Muslim. Prinsip menjaga lisan, menjagaamanah, menutup aib, serta menghindari penyebaran keburukan merupakan nilai-nilai yang tetap relevan meskipun media komunikasi telah berubah dari ruang fisikmenuju ruang digital.
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Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa perlindunganprivasi rumah tangga di media sosial tidak cukup hanya mengandalkan instrumenhukum positif. Perlindungan yang efektif memerlukan integrasi antara regulasi negaradan nilai-nilai Hukum Islam. Hukum positif memberikan kepastian hukum terhadapperlindungan hak privasi, sedangkan Hukum Islam memberikan landasan etik danspiritual yang mendorong setiap individu untuk menjaga kehormatan keluarga secarasukarela. Integrasi kedua pendekatan tersebut mampu membentuk sistemperlindungan privasi yang lebih komprehensif dalam menghadapi perkembanganteknologi digital.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan privasirumah tangga dalam Hukum Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap tantanganera digital. Prinsip ḥifẓ al-'irḍ, satr al-'uyūb, amanah, dan maqāṣid al-syarī'ah dapatdijadikan sebagai kerangka normatif dalam membangun etika penggunaan mediasosial bagi keluarga Muslim. Dengan demikian, perlindungan privasi rumah tanggatidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai kewajiban keagamaanyang bertujuan menjaga kehormatan, memperkuat keutuhan keluarga, sertamewujudkan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.
PenutupPenelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi rumah tanggamerupakan salah satu prinsip yang mendapat perhatian penting dalam Hukum Islam.Meskipun istilah privasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumberhukum Islam, substansinya tercermin dalam berbagai ajaran yang menekankanpentingnya menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), menutup aib (satr al-'uyūb), memeliharaamanah, serta menjaga hubungan suami istri sebagai ikatan yang dibangun atas dasarkepercayaan dan kasih sayang. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatifbahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkanpersoalan rumah tangga kepada publik tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat.Berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan privasi rumah tanggadi media sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan danmencegah kemudaratan. Praktik oversharing yang mengungkap konflik, rahasia,maupun aib pasangan melalui media sosial berpotensi merusak kehormatan (ḥifẓ al-
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'irḍ), mengganggu keharmonisan keluarga, berdampak negatif terhadapperkembangan anak (ḥifẓ al-nasl), serta menimbulkan tekanan psikologis yangbertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Oleh karena itu,penggunaan media sosial hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan manfaatdan mudarat serta berpedoman pada nilai-nilai etika Islam.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan privasi rumah tangga diera digital tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum positif, tetapi perludiperkuat melalui internalisasi nilai-nilai Hukum Islam. Integrasi antara ketentuanhukum nasional mengenai perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip syariatdapat membentuk sistem perlindungan yang lebih komprehensif, karena tidak hanyamemberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggungjawab keagamaan dalam penggunaan media sosial.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar masyarakatMuslim lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial dengan mengedepankanprinsip menjaga kehormatan, menjaga rahasia rumah tangga, dan menghindaripenyebaran konflik domestik di ruang publik. Selain itu, lembaga pendidikan, tokohagama, dan keluarga diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai etikabermedia sosial berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam sehingga masyarakat memilikikesadaran yang lebih kuat dalam melindungi privasi keluarga. Penelitian selanjutnyadiharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris mengenaiperilaku oversharing rumah tangga di media sosial atau melakukan analisis komparatifantara Hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan privasi digital.
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